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PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
	Nomor SOP
	900/ 024.10/2020

	
	Tanggal Pembuatan
	23 Januari 2020

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Efektif
	24 Januari 2020

	
	Disahkan Oleh




	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar



AGUS CIPTO WALUYO, S.H, M.T
NIP. 19610822 198903 1006


	
	Nama SOP
	PENCAIRAN BANTUAN ORMAS



	Dasar Hukum:
	Kualifikasi Pelaksana:

	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan; Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
	1. Menguasai IT ;
2. Menguasai peraturan perundang-undangan ;
3. Komunikatif ;
4. Memiliki ketelitian administrasi ;


	Peraturan Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1  Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ; 
1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
	

	
	

	Keterkaitan:
	Peralatan Pelaksana:

	1. BKD ;
2. INSPEKTORAT ;
3. BAGIAN HUKUM ;
4. KPU.
	1. Peraturan Perundang – undangan;
2. Perangkat computer;
3. Lampiran kelengkapan (cek list) ;
4. Alat Tulis Kantor.

	Peringatan:
	Pencatatan dan Pendaftaran:

	Jika SOP ini berakibat dana parpol tidak bisa disalurkan atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan proposal.

	5. Proposal partai ;
6. Permohonan ke Bupati ;
7. Formulir yang harus diisi.
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